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MOTTO

SESUNGGUHNYA ALLAH YANG MENGHINDARKANMU DARI
APA VANG TERIADI KEMARIN PASTI AKAN
MENGHINDARKANMY PULA TERHADAP APA YVANG BAKAL
TERIADI ESOK HAR] ™*

* Sumber: Dr. *Aidh bin * Abdullah Al-Qorni Dalam bukunya: *Laa Tahzan. Hal:
134

v



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

PERSEMBAHAN

SKripsi ini penulis persembafikan sebagai bentuk_ rasa cinta,sayang dan fiormat

penulis Repada:

i

o

i

Ayahanda tercinta Mochamad Haflimi dan lbunda tercinta Siti Atikah
Terima Kasih atas doa, motivasi dan dukungannva batk materiil maupun
spiritual, serta bekerja keras membanting tulang demi kelancaran biaya kuliah
anakmu

Kakakku tercinta Laela Komala Sari Dewt dan Dede Sninafsiah Terima
kasih atas motivasi dan dukungannva

Adikku tercinta Mer Wulan San tenmakasih atas bantuannya Mas
bertanggung jawab membantumu menggapai cita-cita

Istriku tercinta ,2?_)11'6 Tina Terima kasih atas kesabaran, perhatian, dan
motivasi yang penuh cinta kasili sehingga mas mu dapai menyelesaikan
skripsi ini dan letap semangal menggapai cita-cita.

Almamater tercinta F. H UNEJ. Aku bangga bisa belajar dan menimba ilmu
pada tempat pilihanku;

Bapak dan Ibu Guru di sekolah tempat aku belajar sejak SD hingga SMA,
terima kasih telah menuntun dan memberikan bekal ilmu. Kepada Bapak dan

Ibu Dosen Fakultas Hukum terimakasih atas ilmu pengetahuan hukumnya,



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis
Tanggal B 37§
Bulan : Oktober
Tahun : 2005

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua, ,SCkf i
o /\h_/'-',-f" g
7 {/
Dr. J. J. SETYABUDHL S.H., M.H % GHUFRON, S.H, M.H
NIP. 130 287 096 NIP. 132 232 792

Anggota P

1. HMULTAZAAM MUNTAHAA, S.H., M.HU
NIP. 130 781 338

--------------------------

2. LAELY WULANDARIL S.H
NIP. 132 296 910



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

PENGESAHAN

SKRIPSI DENGAN JUDUL :
KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI SAKSI MELALUI

TELEKONFERENSI

QOleh :

HALIM PERDANA KUSUMA
NIM. 010710101187

PEMBIMBING PEMBANTU PEMBIMBING
1

(7

H. MU ZAAM/MUNTA ASHMHUMLA NDARIL, S.H
. 130 781 338 \ﬁn’ 13]i 296 910

MENGESAHKAN,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

£ DEKAN,

—
&

'PARON PIUS, S.H, S.U
IP. 130 808 985

vii



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
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“Tiada Tuhan yang berhak disembah, selain Allah Yang Maha Besar lagi
Maha Penyantun. Tiada Tuhan yang berhak disembah, selain Allah pemilik ‘Arsy
yang besar. Tiada Tuhan yang berhak disembah, selain Allah pemilik langit, bumi,
dan ‘Arsy yang mulia. Wahai Dzat Yang Maha Hidup kekal dan terus-menerus
mengurus mahluk-Nya, tiada tuhan yang berhak disembah, selain Engkau. Hanya
dengan rahmat-Mu lah hamba memohon pertolongan. Hamba memohon ampun
dan bertobat kepada-Mu ( Abdullah Al-Qarni, 2004:96 )"

Diawali rasa syukur yang teramat sangat kepada Allah Subahanallah
wata'ala Yang Maha Besar, Maha Penerima Tobat dan Maha Hidup. Karena
sesungguhnya tiada daya, upaya dan kekuatan selain karena izin-Nya. Sehingga
hanya atas izin-Nya lah penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul
“KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI SAKSI MELALUI
TELEKONFERENSI”. “Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan.
Sungguh setelah kesulitan ada kemudahan ( Alqur’an Surat 94: 5-6 )”

Shalawat dan salam penulis curahkan kepada Waliyullah, Nabiyullah,
Rosulullah  Muhammad S. AW yang telah memperkenalkan Allah sebagai
penghuni utama setiap kalbu manusia, kepada keabadian yakni ‘Negeri’ manusia
yang akan datang dan kepada jalan keridhaan Allah Subahanallah Wata’alla. Ya
Allah, limpahkan shalawat dan salam kepada Nabi yang membebaskan akal
manusia dari belenggu penyimpangan dan menyelamatkan jiwa mereka dari
kesesatan. Ridhailah para sahabatnya dan para tabi’in yang mulia sebagai balasan
terhadap semua pengorbanan dan amal shalih yang telah mereka lakukan (
Abdullah Al-Qarni, 2004:121 ). Semoga engkau ya Rosul selalu dan terus-
menerus lahir dalam jiwa penulis.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah memberikan sumbangsih
pemikiran dalam ruang lingkup hukum pidana sehubungan dengan adanya hal
yang baru dalam acara pembuktian dipersidangan, yaitu pembuktian alat bukti
saksi melalui media Telekonferensi yang akhir-akhir ini menjadi popular.
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RINGKASAN

Video Conference atau biasa disebut Telekonferensi merupakan bagian
dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Mengenai defimisinya,
telekonferensi bisa di artikan Percakapan jarak jauh (Suara Karva Onlne)
Sedangkan pada Pikiran Rakyat disebutkan dalam sttusnva (WWW._ Pikiran-
Rakyat.Com). telekonferensi adalah tatap muka jarak jauh. Dari dua definisi di

1aka yang dimaksud dengan telekonferensi adalah percakapan dengan tatap muka
vang dilakukan oleh dua orang atau lebih pada tempat yang berbeda

Telekonferensi sepertt yang dimaksud diatas memberikan peluang bagi
hukum untuk membuat suatu terobosan terhadap hukum acara pidana sekaligus
preseden baru bagi sejarah peradilan Indonesia. Untuk pertama kalinya di
Indonesia, kesaksian di ruang sidang pengadilan disampaikan melalui
telekonferensi yaitu kesaksian mantan presiden B.J. Habibic. Kesaksian tersebut
disampaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 22 juli 2002, Kesaksian
B.J. Habibie ini adalah terkait dengan kasus penyelewengan dana Non Bujeter
Bulog senilai Rp 629 Mihar dengan terdakwa mantan kepala bulog Rahardi
Ramelan.

Sehubungan dengan hal tersebut, saat ini masih merupakan polemik baik
dari kalangan aparat penegak hukum maupun dari para pakar hukum, karena di
satu sisi KUHAP tidak mengatur secara langsung mengenal pemeriksaan saksi
Jarak jauh melalui media telekonferensi. Namun disisi lain ada argumentast yang
mengatakan bahwa sesuatu yang tidak di atur bukan berarti dilarang karena hakim
diharuskan mencari terobosan hukum baru yvang belum ada ketentuan dasar
hukum yang mengatumya Dengan adanya polemik tersebut, perlu kiranya
dilakukan suatu kebijakan dalam hukum acara pidana terkait dengan upaya
pembaharuan hukum acara pidana, sehingga dapat memberikan kepastian hukum
dan rasa keadilan bagi masyarakat. Berangkat dari polemik itulah, penulis

berupaya untuk menganalisisnya dengan  menulis skripsi - yang berjudul
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“KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI SAKSI MELALUI
TELEKONFERENSI™.

Rumusan permasalahan dalam skripsi im ada dua, yaitu: Pertama. apakah
keterangan saksi yang diberikan melalui telekonferensi merupakan alat bukti?,
Kedua. apakah keterangan saksi melalui telekonferensi mempunyat  nilai
pembuknan?.

Tujuan vang mgin di capar dalam penulisan skripsi ini adalah: Pertama.
Untuk menelusuri dan menganalisa apakah keterangan saksi yang diberikan
melalur telekonferensi merupakan alat bukti. Kedna, Untuk menganalisa apakah
keterangan saksi melali telekonferensi mempunyai nilai pembuktian.

Metode penehitian dalam skripsi ini, vaitu: Pertama. Pendekatan masalah.
Pendekatan masalah ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Bahan-bahan
hukum diperoleh dengan menggunakan studi literatur. Kedua. Sumber bahan
hukum. ada dua yaitu bahan hukum primer, skunder. Tiga, Metode pengumpulan
bahan hukum, yaitu Metode Studi Pustaka. Empat, analisis bahan hukum dalam
skripsi i1 adalah menggunakan metode deskripif kualitatif, yaitu metode untuk
memperoleh  gambaran singkal mengenai suatu  permasalahan vang tidak
didasarkan atas bilangan statistik, akan tetapi berdasarkan atas analisis yang telah
diuji  dengan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang berkaitan dengan
masalah yang akan dibahas (Soemitro, 1990 :138). Didasarkan analisis yang
dilakukan, maka keterangan saksi vang diberikan melalui telekonferensi
merupakan alat bukti saksi. Pengkajian mengenai hal ini dilakukan dengan
menggunakan metode penafsiran Ekstensif Jadi dengan penggunaan metode
ekstensif tersebut, maka keterangan saksi yang diberikan melalui telekonferensi
dalam ruang sidang pengadilan, keterangan tersebut dianggap diberikan dimuka
sidang pengadilan.

Penggunéan metode penafsiran  bersifat subyektif sekali. artinya
pemaknaan mengenai sesuatu tergantung kepada orang vang melakukan
penafsiran. Dengan demikian untuk menjamin adanya kepastian hukum, periu

Kiranya dilakukan suatu kebijakan pembaharuan oleh para pembuat hukum untuk
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mengadakan pengaturannya dalam hukum acara pidana, dengan membuat suatu
klausula tersendiri tentang keterangan saksi yang diberikan melalui telekonferensi.
Resimpulan yang penulis dapatkan yaitu: Pertama. keterangan saksi yang
diberikan melalui telekonferensi dapat dikategorikan sebagai alat bukti dalam
hukum pidana posint. dan menempati rumusan vang terdapat dalam pasal 184
avat (1) buruf a. dan pasal 185 ayat (1) KUHAP. Kedua. Keterangan saks1 vang
diberikan melalu telekonferenst mempunyai nilai pembuktian dalam hukum
prdana posinf. dan menempati imusan yang terdapat dalam pasal 185 KUHAP
Saran vang penulis kemukakan adalah sebagai berikut: Pertama. untuk
mencart kebenaran materiil, Hakim seharusnya tidak hanva mendasarkan pada
undang-undang semata, akan tetapi juga mendasarkan pada Substansial Justice
yaitu dengan menggalt, menemukan dan memahami nilai-nilai yvang ndup dalam
masyarakat sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2004 tentang Kekuasaan Kehakiman., Kedua, Perlu kiranya diadakan suatu
pedoman penafsiran ataupun yurisprudensi oleh Mahkamah Agung. Hal
dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada aparat penegak hukum dalam
menegakan keadilan. Adanya pedoman penafsiran ini sebagai upava untuk

menunggu adanva revisi terhadap KUHAP.
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I. PENDAHULUAN

i.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan IPTEK akhir-akhir in1 begitu pesat. im dapat dilihat dari
pemanfaatan teknologi mformas1 yang kian meluas dalam berbagai dimensi
kehidupan manusia secara global. Teknologi informasi vang demikian telah
menyebabkan dumia seolah tanpa batas. Sesuatu yvang jauh beribu-ribu mil dan
tempat Kita terasa sangat dekat.

Perkembangan teknologi im telah memberi kontribusi vang besar dalam
segala aspek kehidupan. Berbagai bidang kehidupan telah memanfaatkan
perkembangan dan kemajuan teknologi informasi tersebut, tidak terkecuali dalam
bidang hukum. Sebut saja salah satu dari kemajuan teknologi informasi yang
dimanfaatkan dalam bidang hukum yaitu teknologi telekonferensi.

Dalam dumia hukum teknolog telekonferensi ini telah mampu menerobos
ruang gerak bidang hukum. Di Indonesia, untuk pertama kalinya pemanfaatan
teknologi tefekonferensi dilakukan oleh B. J Habibie, mantan Presiden Republik
Indonesia yang ke-3, vang pada waktu 1tu berada di Hamburg, Jerman.
Kesaksiannya tersebut menyangkut kasus dugaan korupsi dana non bujeter bulog
yang menimpa terdakwa Rahardi Ramelan. Kesaksian melalui media teknologi
telekonferensi tersebut telah mengundang reaksi besar baik bagi kalangan penegak
hukum maupun dari kalangan para praktisi dan pengamat hukum. Permasalahan
vang menjadi polemik adalah tentang tidak adanya suatu aturan dan acuan hukum
vang jelas mengenai kesaksian melalui telekonferensi

Di Indonesia, apabila mengacu pada ketentuan yang terdapat pada
KUHAP. maka dapat di lihat bahwa belum terdapat pengakomodasian kesaksian
di sidang pengadilan melalui telekonferensi. Oleh karena itu, apabila
lclek(}:_]ferensi dijadikan sarana menghadirkan saksi dipersidangan sekaligus untuk
memberikan Keterangannva maka akan timbul kesan pemaksaan terhadap

ketentuan vang sudah di atur dalam KUHAP.
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Mengacu pada pasal 160 dan 167 KUHAP yang menyebutkan bahwa saksi
memberikan kesaksiannya harus di muka sidang dengan cara di panggil seorang
demn seorang oleh Hakim ketua sidang. dan setelah memberikan Keterangannya
saksi harus tetap berada dipersidangan kecuali diberikan izin oleh hakim ketua
sidang untuk meninggalkannya. Sedangkan dalam pasal 185 KUHAP
menyebutkan. keterangan saksi untuk dikatakan sebagai alat bukti adalah apa
vang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Berdasarkan pada pasal-pasal tersebut
diatas. bisa disimpulkan bahwa kehadiran saksi diruang persidangan merupakan
hal yang mutlak.

Penggunaan teknologi telekonferensi tidak diatur dalam KUHAP.
KUHAP tidak menyebutkan mengenai diperbolehkannya penggunaan teknologi
telekonferensi untuk menghadirkan saksi di sidang pengadilan, hal tersebut karena
pada waktu itu belum terbayangkan kehadiran seseorang secara viriual dengan
bantuan teknologi telekonferensi oleh para pembuat hukum. Persidangan melalui
telckonferensi atau yang lebih di kenal dengan persidan gan jarak jauh mempunyai
tujuan vang sama seperti persidangan-persidangan pada umum nva vaitu untuk
mencari  kebenaran materiil. Pihak-pihak  vang terlibat dalam teknologi
persidangan jarak jauh atau melalui telekonferensi. juga sama dengan persidangan
pada umumnya, yaitu' jaksa. hakim. dan pembela sama-sama bisa menguji
keterangan saksi yang memberikan keterangan dan bisa menguji kebenaran
keteranpan saksi tersebut.

Berdasarkan vraian tersebut di atas. dengan mengingat peran teknologi
yang semakin mutakhir, dimana dengan sendirinva akan membawa pengaruh
besar bagi perkembangan hukum, dalam hal ini hukum pidana, maka sangat
beralasan apabila penulis mencoba mengangkat permasalahan tersebut dalam
Judul : “KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI SAKS! MELALUI
TELERKONFERENSI”

i. 2. Rumusan Masaiah
Permasalahan pokok yang akan dibahas dalam skripsi ini adaiah sebagai

bernkut:
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1. Apakah keterangan saksi yang diberikan melalui telekonferensi merupakan

alat bukti ?

o

Apakah keterangan saksi melalui  tefekonferensi mempunyar  nilai

pembuktian 7

1.3. Tujuan Penulisan

‘Tujan merupakan sesuatu vang g di capai atau sesuatu vang dapat
dijadikan sasaran. Hal itu sebagaimana vang dikemukakan oleh Poerwadarminta
(1984: 1094) bahwa tujuan adalah sesuatu vang dijadikan sebagai sasaran atau
maksud dan merupakan landasan dalam memecahkan masalah Oleh karena ity
tujuan penelitian harus konsisten dengan rumusan dan definisi dari masalah
(Nazir, 1988: 73). Berdasarkan pernyataan tersebut, tujuan penulisan in sebagai
berikut:
1. Untuk menelusuri dan menganalisis apakah keterangan saksi yang diberikan

melalui telekonferensi merupakan alat bukti.

g

Untuk  menganalisa apakah keterangan saksi melalui telekonferensi

mempunyai nilai pembuktian

1. 4. Metode Penulisan

Guna memperoleh suatu penulisan vang memenuhi syarat-syarat ilmiah,
maka dibutuhkan suatu cara atau metodologi vang mengandung unsur-unsur
kebenaran yang nyata dan harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannva,
baik dalam proses pengumpulan bahan penulisan maupun dalam menganalisis
permasalaban serta memudahkan suatu Kesimpulan atau memeriksa kebenaran
pernyataan. Soemitro (1990: 35) mengatakan bahwa “Metodologi merupakan
suatu prosedur atau rangkaian cara yang sistematis untuk menggali kebenaran
sehingga dapat menghasilkan suatu Karya yang il{niah",

Metode yang digunakan dalam penulisan  skripsi ~ini adalah sebagai

berikut:
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1.4. 1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penulisan im adalah secara yuridis normatif,

artinya penulis menggunakan pendekatan masalah dengan maksud dan tujuan

untuk menelaah dan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan vang berlaku

dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pembahasan

dan permasalahan vang ada (Soemitro. 1990-10).

1.4, 2. Sumber Bahan Hukum

Sesuai dengan penelitian hukum normatif. maka penyusun menggunakan

bahan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, meliputi -

a.

Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat
yang terdiri dari kaidah dasar Undang-Undang Dasar 1945 atau bahan hukum
dasar dan sumber asalnya vang pertama dan belum diuraikan orang lain.
Bahan hukum primer ini dari membaca peraturan dasar. peraturan perundang-
undangan, sampai bidang norma hukum vaitg menjadi dasar obyek kajian
(Soemitro. 1990: 11). Dalam hal ini. penulis menggunakan KUHP, KUHAP.
dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
untuk dijadikan sebagai pegangan dalam mengkaji setiap permasalahan pada
skripsi ini.

Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan hukum yang erat
kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan
memahami  bahan hukum primer (Soemitro. 1990° 11). Bahan hukum
sekunder juga memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti
misalnya wawancara, hasil-hasil penelitian, hasil karya tulis ilmiah para
sarjana dan ahli yang berupa literatur sehingga dapat mendukung, membantu
dan melengkapi dalam membahas masalah-masalah vang timbul dalam rangka
penyusunan skripsi ini. Sefain itu juga, sumber dani majalah, laporan, brosur
serta data-data penunjang lain yang berkaitan dengan masalah dalam

penyusunan skripsi ini.



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

I. 4. 3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penyusunan skripsi ini menggunakan
metode Studi Pustaka. Studi kepustakaan ini digunakan untuk mencari konsepsi-
konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat maupun penemuan-penemuan  yang
berhubungan dengan pokok permasalahan (Soemitro. 1990 98)  Studi
kepustakaan dilakukan dengan mengkaji dan menelaah perundang-undangan yang
berlaku dalam hukum Indonesia, karva ilmiah. serta buku-buku literatur vang

berhubungan dengan pembuktian alat bukti saksi melalui telekonferensi.

1. 4. 4. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini
adalah menggunakan metode deskripif kualitatif, yaitu metode untuk memperoleh
gambaran singkat mengenai suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas
bilangan statistik, akan tetapi berdasarkan atas analisis yang telah diuji dengan
kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang berkaitan dengan masalah yang
akan dibahas. Analisis deskriptif kualitatif juga merupakan analisis dengan cara
mengumpuikan semua bahan hukum vang diperoleh dari lapangan maupun dari
kepustakaan kemudian dianalisis menurut landasan dan teori hukum vang
diperoleh baik dari lapangan maupun dari kepustakaan kemudian dianalisis
menurut fandasan dan teort hukum yang berkaitan dengan pemasalahan yang

diangkat (Soemitro, 1990: 138).
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I FAKTA, DASAR HUKUM DAN KERANGKA TEORI

2.1 Fakta Tentang Pembuktian Alat Bukti Saksi Melalui Telekonferensi

Pada Hari Selasa, tanggal 2 Juli 2002 untuk pertama kalinya dalam sejarah
hukum Indonesia, kesaksian di mang sidang pengadilan disampaikan melaln
telekonferensi vaitu kesaksian B. J. Habibie. mantan Presiden Repubhk Indonesia
ketiga. vang memberikan kesaksiannva dari Hamburg, Jerman. Kesaksian tersebut
disampaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalyi telekonferensi
Kesaksian B.J. Habibie ini adalah terkait dengan kasus dana Non Bujeter Bulog
senilai Rp 62.9 Miliar dengan terdakwa mantan kepala bulog Rahardi Ramelan

Pemeriksaan saksi jarak jauh melalui telekonferensi ini tergolong
terobosan terhadap hukum acara pidana, sekaligus preseden baru bagr sejarah
peradilan Indonesia. Persidangan yang memanfaatkan teknologi mutakhir ini
termasuk nomor dua setelah persidangan serupa di Amerika Serikat. ketika
mengusut presiden Bill Clinton dalam kasus pelecchan seksual terhadap Monica
Lewmnsky ( Tempo. 14 Juh 2002: 100).

Perisiwa bersejarah yang di danai stasiun televisi swasta SCTV. berdurasi
dua jam dan mengeluarkan biaya 200 juta ini meman ¢ unik, karena baru pertama
kali terjadi di Pengadilan Indonesia. sehingga dilakukan uji coba sehan
sebelumnya. Ketua majelis hakim vang memeriksa B. J. Habibie adalah Lalu
Mariyun, sedangkan Jaksa Penuntut Umum adalah Kemas Yahva Rahman dan
pengacara dan pihak terdakwa Rahardi Ramelan. adalah Trimoelja D. Soerjadi.

Pada saat sidang berlangsung, di dalam ruang sidang ada televisi 29 inci
digunakan untuk menatap wajah saksi. sekaligus mendengarkan suaranva vang
pada waktu itu berada di Hamburg, Jerman. Terlihat di TV habibie mengenakan
pakaian batik cokelat bermotif parang. Sementara pengacaranya, O.C. Kaligis,
dan Susilowati dari Konsulat Jendral Indonesia berada di sampingnya. Sebelum
acara pemeriksaan berlangsung, Habibie di sumpah layaknya saksi yang akan
memberikan keterangan di ruang sidang pengadilan, ketua majelis hakim

memandunya untuk mengucapkan kalimat sumpah, sementara dilayar TV terlihat
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seorang rohaniawan memegangi Al-Quran di atas kepala [abibie, yang mengikuti
lafal sumpah. Setelah itu pemeriksaan terhadap saksi pun segera di mulai.

Sejak persidangan melalui telekonferensi yang dilakukan pada 2 Juli 2002
sampai sekarang kurang lebih 3 tahun, setidaknya sudah tiga kali pemeriksaan
saksi secara telekonferensi. Pertama digunakan saat pemeriksaan saksi B. ).
Habibie vang sedang berada di Jerman. dalam persidangan dengan terdakwa
Rahardi Ramelan. Kedua. dalam persidangan kasus pelanggaran HAM berat
Timor timur. dan terakhir dalam persidangan kasus dengan terdakwa Abu Bakar
Ba'asyir. Namun sampai sckarang pengaturan terhadap persidangan melalui

telekonferensi masih belum diatur secara konkrit

2.2 Dasar Hukum
Dalam menganalisis setiap permasalahan vang terkait dengan hukum.
pastilah ndak terlepas dan aturan hukum yang dijadikan pijakan. Adapun
penggunaan dasar hukum pada penyusunan skripsi ini yang digunakan sebagat
pijakan dalam menganalisis permasalahan didasarkan pada -
1. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman, berbunvi:
“Pengadilan tndak boleh menolak untuk memeriksa. mengadili, dan memutus
suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang

Jelas, melainkan wayib memeriksa dan mengadilinya”

I

Undang-undang Nomor & Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum

Acara Pidana (KUHAP)

a. Pasal | Angka 26
Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan
penyidikan. penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang
ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

b. Pasal 1 Angka 27

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang

berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana vang ia
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h.

dengar sendin, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alas
an dar pengetahuan itu

Pasai 160 Ayat (1) Huruf (a)

Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut
urutan yang di pandang sebaik-baik nya oleh hakim ketua sidang setelah
mendengar penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum.

Pasal 162 Avat (1)

Jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal
dunia, atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak
di panggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggal nva atau
karena sebab lain vang berhubungan dengan kepentingan negara. maka
keterangan yang diberikannya itu dibacakan.

Pasal 167 Ayat (1)

Setelah saksi memberi Keterangan, ia tetap hadir di sidang kecuali hakim
ketua memberi izin untuk meninggalkannya.

Pasal 183

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila
dengan sekurang-kurangnya dua alat bukii vang sah ia memperoleh
kevakman bahwa suatu tndak pidana benar-benar terjadi dan bahwa
terdakwalah vang bersalah melakukanya.

Pasal 184 Avat (1)

Alat bukti vang sah 1alah:

a. keterangan saksi:

b. keterangan ahh:

C. surat;

d. petunjuk:

¢. keterangan terdakwa.
Pasal 185

Avat (1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa vang saksi nvatakan
di sidang pengadilan

Avat (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan
bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan vang didakwakan
kepadanya

Ayat (3) Ketentuan sebagaimana di maksud dalam ayat (2) tidak berlaku
apabila disertat dengan suatu alat bukti yang sah lainnya
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Ayat (4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendini tentang
suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat
bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu
dengan yang lain sedenikian rupa, sehingga dapat membenarkan
adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

Ayat (5) Baik pendapat maupun rekaan, yang di peroleh dari hasil
pemikiran saja. bukan merupakan keterangan saksi

Ayat (6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi. hakim harus
dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dngan vang lain

b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain

c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk
membert Keterangan tertentu

d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala scsuatu yang
pada umum nva dapat mempengaruhi dapat tidaknya
keterangan itu di percava

Ayat (7) Keterangan dari saksi yang tidak di sumpah meskipun sesuai satu
dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila
keterangan itu sesuai dengan keteragan dari saksi yang di sumpah
dapat dipergunakan sebagai tambahan alat buku sah vang lain.

2. 3. Kerangka Teori
2.3. 1. Pengertian dan Macam-macam Alat Bukti
A. Pengertian Alat Bukti

Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lckang dihadapkan pada istilah-
istifah bukti, alat bukti dan pembuktian. Misalnva A menuduh B mengambil uang,
tentu saja B akan bertanya mana buktinva dan bahkan siapa saksinva? (Waluvo,
96. 1). Apalagi alat bukti dan pembuktian ini terjadi dalam suatu persidangan
perkara, baik perkara pidana, perdata, tata usaha negara ataupun dalam
persidangan peradilan agama, maka acara pembuktian menempati posisi penting
dan jalannya peradilan atau persidangan tersebut. Hakim dalam menjatuhkan
butusan atau vonis akan selalu berpedoman kepada hasil pembuktian ini ( Waluvo.
1996: 1)

‘Dalam kaitannya dengan pembuktian dan segala aktifitasnya. mengetahu
pengertian dari istlah-istilah tersebut tentu akan sangat membant dalam
memahami lingkup pembuktian dan wrgensimya. Di bawah ini diketengahkan

beberapa pengertian dart alat bukti;
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Menurut Waluyo (1996: 3), alat bukt adalah sesuatu hal (barang atau non
barang) yang ditentukan oleh undang-undang vang dapat digunakan untuk
memperkuat dakwaan. Sedangkan alat bukti menurumt Andi Hamzah (1986 99)
adalah upaya pembuktian melalui alat-alat vang diperkenankan untuk dipakai
membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan di sidang pengadilan,
misalnya keterangan terdakwa, saksi. ahli. surat dan petunjuk. dalam perkara
perdata termasuk persangkaan dan sumpah)

Senada dengan Andi Hamzah, Sabuan dkk (1990° 189) mendefinisikan
alat bukti dengan lebih sederhana vaitu alat vang di pakat untuk dapat membantu
hakim dalam menegambarkan kembali tentang kepastian pernah terjadinva tindak
pidana. Pengertian alat bukt: tersebut kemudian oleh Sasangka (2003: 11)
ditambahkan dengan adanva satu unsur lagi vaitu berkenaan dengan tujuan
diajukannya alat bukti tersebut yaitu untuk memberi keyakinan kepada hakim atas
kebenaran adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Pengertian mengenai alat bukti ini dapat juga ditemukan dalam Black’s
Law Dictionary (1990: 55). Di sana disebutkan bahwa-

“Evidence 1s any species of proof. or probative maiter, ltegally presented ai
the trial of an issue. by the act of the parties and through the medium of
witrniesses, record, documents, exhibits. concrete objects, etc., for the
purpose of mcluding belief i the mind of the court of Jury as to their
confention ™.

(Alat bukn adalah semua jemis bukii yang secara legal disajikan didepan
persidangan oleh suatu pihak dan melalui sarana saksi, catatan. dokumen.
peragaan, benda-benda konknt dan lain sebagainya, dengan fujuan untuk
menimbuikan keyvakinan pada hakim).

B. Macam-macam Alat Bukti
Macam-macam alat bukti diformulasikan oleh Undang-undang Nomor 8
Tabun 1981 (KUHP) adanva 5 (lima) macam alat bukti vang sah vaitu dalam
pasal 184 Menurut pasal tersebut alat bukti terdin:
a. Keterangan saksi; .
Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang

berupa keterangan saksi mengenai suatu penistiwa pidana yang ia dengar
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sendirt, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari
pengetahuannya itu. (Pasal 1 angka 27 KUIHAP).

b. Keterangan ahii.
Keterangan ahh adaiah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang
memihiki keahlian khusus tentang hal vang diperlukan untuk membuat
terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal | angka
28 KUHAP).

Surat;

(]

Pengertian surat tidak terdapat baik dalam KUHP maupun dalam KUHAP.
Namun pengertian tentang surat ini dapat kita temukan berdasarkan
pendapat beberapa pakar hukum maupun dari pengertian yang terdapat
dalam kamus hukum.

Menurut Asser-Anema (Sasangka, 2003: 62) Surat ialah segala sesuatu
yang mengandung tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksudkan untuk
mengeluarkan 1si pikiran. Berdasarkan pendapat dari Asser-Anema ini maka inti
dari pengertian surat adalah pada adanva kandungan tanda baca vyang
dunaksudkan untuk mengeluarkan isi pikiran.

Selanjutnya dalam Black's Law Dictionary (1990:903) pengertian surat i
disebutkan “Letter 15 one of arbitrary marks  of characters constituting the
alphabet, and used in written language as the representatives of sounds or
articulations of the human organ of speech”

( Surat adalah segala macam tanda baca yang berbentuk alphabet dan digunakan
dalam bahasa tulis sebagai perwakilan suara atau artikulasi organ bicara manusia).

Apabila kedua pengertian ini digabungkan maka unsur-unsur surat adalah
meliputi: adanya kandungan yang berupa tanda baca. dimaksudkan untuk
mengeluarkan isi pikiran, berbentuk alphabet dan digunakan dalam bahasa tulis
sebagai perwakilan suara. :

d. Petunjuk; £
Petunjuk  adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yvang karena

persesuainnya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak
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pidana sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan
siapa pelakunya. (Pasal 188 avat | KUHAP).

¢. Keterangan terdakwa;
Keterangan terdakwa adalah apa vang terdakwa nyatakan di sidang tentang
perbuatan yang ia lakukan atau 1a ketahw sendiri atau alami sendiri. (Pasal

189 ayat | KUHAP)

2.3.2. Syarat-syarat Alat Bukti Mempunyai Nilai Pembuktian
Setiap alat bukti yang disampaikan sebagai bukti dalam persidangan
belum tentu mempunyai nilai pembuktian. Agar setiap alat bukt vang
disampaikan dalam ruang sidang pengadilan mempunyai nilai pembuktian maka
harus memenuhi syarat-syarat tertentu.
Adapun syarat-syarat dari 5 (lima) macam alat bukti agar mempunvai alat
bukti adalah sebagai berikut:
a. keterangan Saksi
Keterangan saksi supaya dapat dipakai sebagai alat bukti vang sah atau
mempunyai nilai pembuktian harus memenuhi 2 (dua) svarat (Darwan Prinst.
1998: 135) vaimu:
1. Syarat Formil
Keterangan saksi hanya dapat di anggap sah dan mempunvai nilai
pembuktian, apabila diberikan dibawah sumpah. keterangan saksi vang diberikan
tidak di bawah sumpah hanya boleh dipergunakan sebagai keterangan penambah
saja.
2. Svarat Materiil
Keterangan seorang saksi saja tidak di anggap sah sebagai alat pembuktian
(Urnis Testis Nulus Testis). Pengaturan lebih lanjut dari keterangan saksi sebagai
pembuktian dapat dilihat seperti apa yang tercantum dalam pasal 185 KUHAP,
sebagai berikut:
(1). Keterangan saksi sebagai alat bukti, ialah apa vang saksi nvatakan di sidang

pengadilan,
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(2). Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa
terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang di dakwakan kepadanya;

(3). Keterangan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku
apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya

(4) Keterangan beberapa saksi yang berdini sendiri-sendin tentang suatu
kejadian atau keadaan dapat dipergunakan sebagai suatu alat bukt vang sah
apabila Ketverangan saksi itu ada hubungannya satu dengan vang lamn
sedemikian rupa. sehingga dapat membenarkan adanva snatu kejadian atan
keadaan tertentu;

(5). Baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pikiran saja. bukan
merupakan keterangan saksi;

(6). Dalam menilai kebenaran keterangan saksi, hakim harus dengan sungguh-
sungguh memperhatikan:

- Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain,

- Persesuaian antara saksi dengan alat bukti lain;

- Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk inemberikai
Keterangan vang tertentu:

- Cara hidup dan kesusilaan saksi atau segala sesuatu vang pada umumnva
dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercava:

(7). Keterangan dari saksi yang tidak di sumpah meskipun sesuai dengan yang
lain. tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan
keterangan saksi vang di sumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat
bukt vang sah lainnya.

b, Keterangan Ahl
Mengenai yang dimaksud dengan keterangan ahli, pasal 1 angka 28
menyebutkan scbagai “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh
seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk
membuat terang  suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”
Keterangan ahli ini dapat diberikan dalam dua bentuk vaitu, tulisan dalam bentuk
laporan (keterangan ahii dalam bentuk tulisan di luar sidang pengadilan oleh

sebaglan Sarjana Hukum terkemuka dimasukan ke dalam alat bukti surat) dan
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lisan, yang diberikan dipersidangan. Hal yang membedakan dengan Keterangan
saksi adalah pemberni keterangan ini harus mempunyai keahiian khusus, sehingga
dapat memberi penilaian dan kesimpulan. Keahlian khusus tersebut dalam prakitek
biasanya harus dibuktikan dengan gelar kesarjanaan, sertifikat atau ijazah dan
Jabatan-jabatan tertentu (Waluyo, 1996: 19).

Persyaratan lain. kecuali keahlian khusus untuk dapat disebut dengan
keterangan ahli ini adalah harus dinyatakan di sidang pengadilan. Pasal 186
KUHAP mensvaratkan bahwa “Keterangan ahli ialah apa vang seorang ahli
nvatakan di sidang pengadilan™ Selain mempunyai keahlian khusus dan harus
dinyatakan di sidang pengadilan. syarat lain yang harus dipenuhi adalah. saksi ahli
harus di sumpah sebelum memberikan keterangan (Pasal 161 KUHAP). Dalam
hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji
sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 ayat 3 dan ayat 4, maka pemeriksaan
terhadapnya tctap dilakukan. sedang ia dengan surat penetapan hakim ketua
sidang dapat dikenakan sandera di tempat rumah tahanan negara paling lama
empat belas hati.

¢. Surat

Alat bukti surat menduduki urutan ketiga dan alat-alat buku lain
sebagaimana tersebut dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP. Kualifikasi dan
klasifikasi alat bukti surat seperti yang di maksud oleh pasal 184 ayat (1) huruf ¢
d1 atur dalam pasal 187 KUHAP.

Pasal im mensyaratkan bahwa surat-surat sebagai alat bukti harus di buat
atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. lebih lengkapnya mengenai
syarat-svarat apar alat bukti surat sah dan mempunyai nilai pembuktian tercantum
dalam pasal 187 KUHAP, sebagai berikut:

Surat scbagaimana tersebut pada pasal 184 ayat (1) huruf ¢, dibuat atas sumpah
jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat
umum yang berwenang atau di buat dihadapannya, yang memuat
keterangan tentang kejadian atau keadaan yang di dengar, di lihat atau
dialami sendiri, disertai dengan alasan vang jelas dan tegas tentang
keterangan itu;
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b. Surat yang di buar mcnurt ketentuan peraturan perundang-undangan atau
surat yvang dibuat oleh pejabat mengenai hal vang termasuk dalam tata
laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi
pembuktian seuatu ha atau sesuatu keadaan;

¢ Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasar
keahhannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang di minta
secara resmi dan pada nva:

d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari
alat pembuktian vang lain.

d. Petunjuk
Syarat mengenai alat bukti petunjuk agar mempunyai kekuatan
pembuktian, tertuang dalaim pasal 188. scbagai berikut;
I, Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan vyang karena
persesuainnya. baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak
pidana sendiri. menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan

siapa pelakunva

(3]

Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanva dapat diperoleh

dar: keterangan saksi. surat. dan keterangan terdakwa

Lad

Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap
keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah
1a mengadaklan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan
berdasarkan hati nuraninya.
Berdasarkan yang tertuang dalam pasal tersebut, yang di sebut petunjuk
merupakan kontruksi tentang:

- Perbuatan, kejadian atau keadaan tertentu;

- Karena persesuaian antara Kelerangan saksi, surat dan keierangan terdakwa

dengan tindak pidana vang terjadi;

- Berdasarkan penilaian oleh hakim.

Jadr pemegang peran dalam penentuan alat bukti petunjuk adalah hakim.
Undang-undang mengharuskan kepada hakim untuk melakukannya dengan anf
lagi byjaksana. Berpyak pada pasal 188 avat 2 dalam membuat konstruksi tentang
alat bukt: petunjuk. maka hakim harus mendasarkan penilaiannya dari: keterangan

saksi. surat. dan keterangan terdakwa (Waluyo, 1996: 22),
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e. Keterangan Terdakwa

Pasal 189 KUHAP., mengatur tentang keterangan terdakwa sebagai

berikut:

I Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang
perbuatan vang 1a lakukan atau 1a ketahw sendiri atau alami sendini:

2. Keterangan terdakwa vang dibenkan di luar sidang dapat digunakan untuk
membantu menemukan bukti v sidang. asalkan keterangan itu di dukung
oleh suatu alat bukti vang sah sepanjang mengenai hal vang didakwakan
kepadanva:

3 Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinva sendiri;

4. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan, bahwa ia
bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan
harus disertai alat bukti yang lain.

Dari ketentuan pasal 189 KUHAP, tersebut di atas dapat disimpulkan,
bahwa agar keterangan terdakwa dapat mempunyai nilai pembuktian vaitu:
Pertama. keterangan terdakwa harus diberikan di depan sidang pengadilan. Kedua,
apabila keterangan terdakwa dinvatakan tidak di depan sidang pengadiian. maka
keterangan 1tu dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang,
asalkan keterangan itu di dukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang
mengenai hal vang didakwakan kepadanya.

Ketiga, keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinva
sendiri, mengingat terdakwa dalam memberikan Keterangan tidak atau tanpa
mengucapkan sumpah atau janji. Keempat. bahwa keterangan terdakwa saja tidak
cukup untuk membuktikan bahwa i1a bersalah, kecuali disertai alat-alat bukti lain

yang sah (Waluyo, 1996: 24-25).

2. 3. 4. Keterangan Saksi Melalui Telekonferensi

: . Telekonferensi merupakan bagian dari perkembangan teknologi informasi
dan komunikasi. Mengenai defimsinya, telekonferensi bisa di artikan Percakapan
jarak jauh (Suara Karya Online). Sedangkan pada Pikiran Rakyat disebutkan

dalam situsnya (WWW. Pikiran-Rakyat.Com). telekonferensi adalah tatap muka
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jarak jauh. Dari dua definisi di atas bisa disimpuikan bahwa yang dimaksud
dengan telekonferensi adalah percakapan dengan tatap muka yang dilakukan oleh
dua orang atau iebih pada tempat yang berbeda.

Kemajuan teknologi seharusnya membenkan peluang bagi hukum untuk
membuat suatu terobosan terhadap hukum itu sendiri. Sehubungan dengan hal
tersebut, saat im masih merupakan polemik baik dan kalangan aparat penegak
hukum maupun dar para pakar hukum. karena di satu sisi KUHAP tidak
mengatur secara langsung mengenai pemeriksaan saksi jarak jauh melalui media
telekonferensi. disisi lain ada argumentasi vang mengatakan bahwa sesuatu vang
tidak di atur bukan berarti dilarang karena hakim diharuskan mencari terobosan
hukum baru yang belum ada ketentuan dasar hukum vang men gatumya.

Mengenai cara penyampaian keterangan sakst. KUHAP mengaturnya pada
pasal Pasal 160 Ayat (1) Huruf (a) yaitu Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang
seorang demi seorang menurut urutan yang di pandang sebaik-baiknya oleh hakim
Ketua sidang sctelah mendengar penuntut umum.  terdakwa atau penasechat
hukum. Lebih jelasnva KUHAP mengatur mengenai keterangan saksi dalam pasal
185 Avat (1) vaitu. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa vang saksi
nyatakan di sidang pengadilan.

Keterangan saksi jarak jauh dengan bantuan teknologi telekonferensi
mempunyai tujuan yang sama dengan keterangan saksi vang dilakukan di ruang
sidang pengadilan apabila dilihat dari tujuan tentang keberadaan saksi, yakni:

1. Mencari kebenaran materiil

2. Pihak-pihak yang terlibat vaitu; Jaksa, Hakim, Penasehat Hukum

3 Para pihak vang terlibat dapat menguji keterangan saksi dan bisa menguji
kebenaran tentang keterangan yang dikemukakan oleh saksi tersebut.

Lazimnya, undang-undang hanya mengatur ketentuan-ketentuan hukum
yang bersifat umum (General), sedangkan pengaturan secara teknis tidak
dijabarkan secara konkrit. Karafit‘cﬁsﬁk pengaturan undang-undang yvang bersifat
umum merupakan suatu kewajaran, sebab hal tersebut mampu merespon

perkembangan zaman secara fleksibel, Namun. disisi fain terdapal kelemahan
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dalam hal penegak hukum menginterpretasikan  undang-undang  untuk
menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum yang ada dimasyarakat.

imiah pentingnya interpretasi atau penafsiran hukum terhadap peraturan-
peraturan yang belum mengakomodir kejadian-kejadian terbaru vang ada dalam
masyarakat. MenafSirkan undang-undang berarti menjelaskan ketentuan undang-
undang vang pada akhimya adalah untuk merealisir fungsi hukum positif agar
berlaku. Syarat pokok untuk menafsirkan undang-undane. menurut Simon (dalam
Satochid. 1976: 163) adalah. bahwa undang-undang itu ditafsirkan atas dasar
undang-undang itu sendiri. Ini berarti. guna menafSirkan undang-undang itu. tidak
boleh diambil bahan-bahan penafsiran dani Juar undang-undang  Berhubung
dengan itu. merupakan syarat penting apabila susunan kata-kata sudah tegas maka
art1 katalah yang harus di pakai sebagai dasar peﬁal‘siran (Satochid. 1976: 163).

Dalam ilmu hukum, dikenal berbagai macam interpretasi yang lazim
digunakan oleh para hakini. Adapun macam-macam bentuk penafsiran ini adalah:

I Penafsiran Tata Bahasa (Gramatikal), menurut Hamzah (1994: 81) vaitu
penafsiran vang didasarkan kepada kata-kata undang-undang. Jika kata-
Kata dalam undang-undang itu telah jelas. maka harus diterapkan sesuai
dengan kata-kata itu walaupun seandainva maksud pembuat undang-
undang lain.

2. Penafsiran Sistematis (Dogmatis), menurut Wiratmo (dalam Wisnubroto.
1999: 58) vaitu penafsiran vang didasarkan dengan menghubungkan antara
pasal yang satu dengan pasal-pasal vang lain dalam snaty perundang-
undangan yang bersangkutan atau dalam perundang-undangan hukum
laimnya, atau dengan membaca penjelasan suatu perundang-undangan,

sehingga mengert apa yang dimaksudkan tersebut.

J

3. Penafsiran Historis, menurut Wiratmo (dalam Wisnubroto. 1999: 58) yattu
mendasarkan penafsiran berdasarkan sejarahnya. baik berdasarkan sejarah
terjadinya hukumnya maupun berdasarkan scjarah terjadinya undang-

undang.
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Penafsiran Teologis atau Sosiologis, menurut Kansil (1988 68) vailu
penafsiran dengan mengingat maksud dan tujuan dan undang-undang 1tu.
Ini penting sebab kebutuhan-kebutuhan berubah menurut masa sedangkan
bunyi undang-undang itu tetap sama.

Penatsiran Ekstensif, menurut Kansil (1988 68) vaitu memberikan
penafsiran dengan memperiuas arti kata-kata dalam ketentuan undang-
undang. sehingga suatu peristiwa dapat dimasukan. misalnva aliran hstrik
dapat dunasukan kedalam pengertian kata benda.

Penafsiran  Analogi menurut  Kansil (1988: 68) vaitu memberikan
penafsitan dengan memberi ibarat (knas) pada kata-kata tersebut sesuai
dengan asas hukumnya, sehingga suatu peristiwa vang sebenarnya tidak
dapat dimasukan lalu dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut,
misalnya menyambung aliran listrik dianggap sama dengan mengambil
aliran listrik.

Penafsiran  Autentik, Resmi atau Sahih yaitu penafsiran yang pasti
terhadap arti kata-kata itu sebagaimana vang diberikan oleh pembentuk
undang-undang. misalnya pasal 98 KUHP: “malam”™ berarti wakiu antara
matahari terbenam dan matahan terbit (Kansil. 1988: 67-68)

Penafsiran  Restriktif yaitu penafsiran dengan mempersempit  atau
membatasi  kata-kata dalam ketentuan undang-undang. Misalnya,
“kerngian™ tidak termasuk kerugian vang “tidak berwujnd” seperti sakit,
cacat. dan sebagainya (Kansil. 1988 68)

Penafsian  A-Contrario (menurut pengingkaran), menurut  (Satochid.
1976 165) yaitu penafsiran yang merupakan kebalikan dari penafsiran
analogi, karena penafsiran ini justru mempersempit lapangan undang-
undang. Keadaan ini kita jumpat. apabila terdapat beberapa hal yang diatur
dengan tegas oleh undang-undang, akan tetapi terdapat pula hal-hak, yang
sandaran maupun sifatnya sama tidak diatur dengan tegas olch undang-

undang.
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Sedangkan menurut Kansil (1988: 69) ialah suatu cara menafsirkan
undang-undang vang didasarkan pada perlawanan penmgertian antara soal
vang dihadapi dan soal yang diatur dalam suatu pasal undang-undang.
Contoh, seorang perempuan tidak boleh menikah lagi sebelum lewar 300
han setelah perkawinannya yang terdahulu diputuskan. Hal ini tidak

berlaku untuk laki-laki.
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IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dari rumusan masalah dan pembahasan yang penulis kemukakan di atas.

diambil kesimpulan sebagai berikut:

i

Demi mewujudkan kebenaran dan keadilan dalam masyarakal. maka
pengertian “di muka persidangan” seharusnva diartikan secara luas vaitu
melalw  mterpretasi  ekstensif Dengan interpretasi ekstensif maka
pengertian diperiksa “dimuka persidangan” dapat diartikan sebagai
diperiksa “kehadiran  suara keterangan  kesaksiannya™,  memperluas
pengertian di muka persidangan dan di sidang pengadilan sebagaimana
disebutkan dalam pasal 160 ayat (1) huruf (a) dan huruf (¢) serta pasal 185
ayat (1) KUHAP. Jadi sebetulnya yang dimaksudkan kehadiran saksi di sini
adalah "suara keterangan dan saksi” tersebut dapat didengar di muka
persidangan bukan kehadiran secara fisik saksi tersebut di pengadilan, maka
sah sebag alat bukti, keterangan saksi melalui telekonferensi dan
mempunyai nilai pembuktian.
keterangan saksi melalui telekonferensi memiliki nilai pembukiian harus
memenuhi 2 (dua) svarat. vaitu:
1. Syarat Formil
Keterangan saksi melaln telekonferenss hanya dapat di anggap sah dan
mempunyar nilai  pembuktian, apabila diberikan dibawah sumpah.
keterangan saksi vang diberikan tidak di bawah sumpah hanya boleh
thpergunakan sebagar keterangan penambah saja. yang dapat menguatkan
keyakinan hakim. Sumpah merupakan syarat mutlak agar keterangan saksi

mempunyai nifai pembuktian.

I

. Syarat Materiil
Keterangan seorang saksi saja tidak sah sebagai alat pembuktian ({/nus

Tesns Nulus Tesns). karena keterangan tersebut tidak cukup untuk

34
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membuktikan terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan
kepadanya. Kesimpulannya adalah hakim tidak boleh menjatuhkan pidana
kepada terdakwa jika terdakwa menyangkal kesalahannya dan hanya
seorang saksi saja yang memberatkan terdakwa sedangkan alat bukti yang

lain tidak ada.

4. 2 Saran

I Pencarian kebenaran materil dalam penegakan hukum prdana jangan hanva

b

didasarkan pada paham formalisme tetapi harus didasarkan pada substansial

Justice, yaitu dengan menggali, menemukan dan memahami nilai-nilai vang

hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 27
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Juncto Undang-undang Nomor 35
tahun 1999 Juncto Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang
Kekuasaan Kehakiman.

Berdasarkan ketidak jelasan rumusan yang terdapat dalam KUHAP, maka
penggunaan metode penafsiran adalah sesuatu hal yang penting. vaitu untuk
menafsirkan apakah keterangan saksi vang diberikan melalui telekonferensi
merupakan alat bukti. Penggunaan penafsiran ini bersifat insidenral dan
subyektif. Oleh karena itu agar terdapat kesatuan pandangan. maka
pemenntah perlu mengeluarkan sebuah aturan terkait dengan pedoman
untuk melakukan penafsiran atau pedoman penerapan hukum. Is1 dan
pedoman penafsiran tersebut adalah petunjuk untuk menafsirkan berbagai
macam ketentuan yang relevan dengan penggunaan tekhnologi. Selain ity
pula, apabila dimungkinkan, Mahkamah Agung perlu  mengeluarkan
yurisprudensi terkait dengan keterangan saksi melalui telekonferensi. Ini
dimaksudkan agar tidak terjadi penafsiran yang bertentangan dengan asas

legalitas.
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b sevara paak janh, dan stapae yamgs harus hadin di
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Hpaimana dengan ketentuan bahwa salesi hares b i edal
ruang; siclang dan memberikan kesaksian i bawah sump
Dalam kasus ini BT Habibie memang cdisumpah. Tetapi, tatk
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prosiden Lidak boleh mengpunekan hak istimewa ini? Aun
tetap boten, ivisg:d dengan kriteria lobil ketat, tidak selad
alszan "menng g st NN it tY
Jika pun kesepakatan itu sudaly adn can dijaddikan Laindasa
kevjadi dunia peradilan, masih ada persvalan lainnya Ly siap
yang membiayai persidangan jarak jauh ini? Undang-Undan
No. 14 Tahun 1970 tentany Ketentuan-Kelentuan Poko
Kekuasaan Kehakiman menginginkan perkara diselesaika
secara cepat dian mural, Kesaksian jarak jauh ini jelas maha
Dalaim kasus 3.1, Habibie pekan lalu, aila sponsor dari SCT
dan it pun denpgan durasi hanya dua Jum sehinggs menimbul
kan masaiah tidak tuntasnya perlanyaan yang diagulcar. Kala
dalam kasus lain, perkarvanya penting tetapi sponsor Udak acdi
Shpa yang memikul heban ini? Misalnya dalam sichines doenga
terdakwa Alkbar Tandjungs, {J.’II\IJ Kesidesian Halnbie sanga
dinanti-nanti publik, Tapt itu tak pernah ada eI
telekonferens dalian siclang Rahardi Romelan ini memang
menmypiacan bimyak pertanvian dan cdugian L
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Pertama kalinya kesaksian lewat videoconference di
pengadilan Indonesia. Tapi kesaksian Habibie dari Jerman
tak memberikan arti dan akibat hukum apa pun.

ak menabuh genderanyg kosonyr,

rih dan nvaring Lapi tinda isi

Hulah persidangan telekonferons

yanu oerlangsung i Pengadilan

Negeri Jakarta Selatan, Selisa

sore pekan lalu. Sidang jaak

menavanpkan seeara langsung kesales

an mantan presiden Habibie dari FHam-

bury, Jerman Keterangan ) Iabibie, yang

tak bisa ke Inelonesia karena harus seci-

rasmtensil mendampingi istrinya, yang

sakil, diangeap penting dalam kasus

korupsi dana nonbujeter Bulog senilai

Ry 62,9 miliar dengan terdalown mantan
Feepata Bulop Rahardi Ramelan

Memang pemeriksaan salksi jarak jauh

intvh

melatin miedeoconference ini terytolongs (i
robosan terhadan kekolotan hukum aea
ra pucdana, sekahipus preseden baruy b
separah peradilan Indonesin, Persidangain
denwim memanfantkan teknologi malak
hiv ing setidaknya menyama rekor persi-
el serupa i Amerika Serileat, keti-
I menpusul Presiden Bill Clinlon dalam
Kasus pelecehan seksual ter hacdap Monica
Lewinsky. Dengan begitu, kesaksian me-
i telekonferensi bisa dikkembanglkan
imtuk kepentingan hukum Indonesia,

Namun kesalesian Habibie lewat video-
conference, yang didanai stasiun televisi
swasla SCT'V, jadinya lebih mirip sviting
sinetron. Peristiwa ini memang unik
karena pertama Lali Lterjadi i pengadil-
an, letapi toh talk berhasil memenuhi ha-
rapan untuk membongkar tuntas skin-
cthl e nanhujeter Bulog, Alctor utame-
nya sEpa b fadan boakan sang ketua
magelis hakim Lalu Maviyun dan man
Lin presiden Habibie Tenty saja daksa
IKemas Yaliva Rachman dan Penaein
semior Trimaelia D Soeejadi, selakn
pembela Rahardi, sovta Raohaooei sondin
Juga punya peran,

Tilik saja peran mercka masing-masing
Vi sehehimnya disetel harus sesuai -
npan skenario produser. Bahkan uji coba
dilakukan schari scheiumnya. Pada saaf

.y —
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enavangan berkangsung, majelis hakim

!
dengan e hitem dan dast merah ber-
jalan ¢ menurunt ngga menuju
(LR ATERST Fige kamera menyorotny
Lampu-Lkunpu hesar menerang langit-
gt dan lembiok ruangsidangs Acla L
Lelewist 29 e untuk menalap  wajah
Habibice sekaligus mendengarkan suara-
nyva. Sehiah layar besar Lterpampang
untuk menynuguhkan persidangan bagi
pengunjuny sidiing yang membeludale.
Sementara itu, di Konsulat Jenderal
Indonesia i 1 lhml g, THabibie dudule o
h rang yang disulap menjia-

Mengenakan

ng

kursi siksi
di seperts persidangan
batik cokelat hbermotifl parang, ia didam-
Pingi Pemgenrn G0, Kalipgis dan Susi
lowati dar: Konsulat Jenderal Indonesia
Di bagsiam bhawah mejanya ada berita aca-
ric pemertksaan (BAP) dirinya duly
sewaktu diperiksn petugas Kejaksaan
Apumgr, Sesekali bala bingung meneha-
i berbagon pertanyaan hakim, jaloes:,
alaupun pengacara, Habibie lewat pintu
penghubung bisa melirik kode yang
diberikan bekas Menteri Kehakiman
Mulzcli, yang herada di ruang lain,
Kendati seperti hermain drama, ketua
majelis hakim Lalu Mariyun tampaknya
berusaha mengingatkan prosedur persi-
dangan sehagaimana kelentuan Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHTIAP). Jaksa Kemas sempat berke-
beratan dengan persidangan telekon-
ferensi lantaran tak diatur dalam
KUTA 2 Memmnt dia, kesaksian Flabibie
cukup dibacakan dari BAP-nva culu
Toho Taksa burn-burm menambahkan
bahwiia hisa menthormali persidanpgan
telekonlevens vang: sadah ditetapkan

majelis hakim

sefelal B, )

szpmnya saksi youg man
memberikan kelerangan, Habibie, yang
kini berusin 67 tahun, juga (Iixnmpuh,
Hakim Lo memandunya, Sementan
ity jauh di seberang sana, seorang
rohaniwan memegangt Al-Guran i atas

ra
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Menyimak keterangan B.J. Habibie dalam
persidangan di PN Jak-Sel 2 Juli 2002.

kepala Habibie, yang mengikat Ialal
sumpale Ternyila stmpah yang seliman
ini_disakralkin bisa mencrobos Ditas
Lﬁ[!raWﬂ.u,
Toh, materi pemeriksann saksi Jindin se-
olah-olah bergema lew:t skenario, ey
hatilkan saga arah dan Jems pertanvann
majelis hakim, jaks:, alaupin ;»'-ln;l-z-l.|
Radvwdi, akim Lalu, iisalnys, Lvngecagnge
menanyalcn isi perfemun lerbals s
barse Pvesielen (saad i) Habibie chaan Ny
terr Koovdinator Resejabicosie aliveg

oy Pengretasanm Kemuskinan | Envono Su
Yoo, Menteri-Selkrelas Nesara Alklon
Tancjungs, serfa Mees i, irclustecm dan
Pescdaganean Kahad, Womnelan puula 1o
Febriwos 1999 o s Nosaea dakarta

Tak sedikit pun terhigt npava Hhkim
untuk menpuji ln-n:n'-lu[ul\ny;} il e
temuan terbatas itu dan tak ada perta-
nyam siap safo yang hadie Demikinn
pula ketilka Haluhie mengatalkan hahwa
pertemuan tersebul untuk membdie
masalah sembilan bahan pokok (semily-

B N A A 1 e e

Falabae mengako perlemuan atas
atilnva o dilakakan karena kondisi
amyt fidak normal akibat rakyat
vz il
u ety dana nonbujeter Bulog se-
v lip b naboe alas perintah Hababie
vhinya menuug! wntuk penyaluran
Bk Paadahal, sehapgatnnnn rani
wtalom sebelumnya, ada dapraan
bl ebivnce il Ink mastahil olj-
o b ks ol Apalap menterl
ohitueas Habnbie untuk mengaman-

Lebrpakan ita adalah Menteri-
b Nessoos Ak boe P g . Wak-
v AL b ien ik Ketna Ciollkar
Hoababae menpach Ketua Dewan Pe-

bl Clolion mengeantidkan Socharto.
e, besatulab, mceadah sevins ita
Bl o pengsadhilaon sinetron telekon-
i Pabingg hanter vang dibura hakim,
i pembela Rahaodi sebatas be-
pr hepmealan dari penpakuan Ta-
Unpsusanya soal dana nonbujeter
g vang bavas diaombil i bunga
D pokoknya, dan harus dilkem-
ot ke APPBN mciddabang. Menurat

i yanemen adh terdakwa kasus ko-

rupsi it jupa di Penpradilan Neger
Jakarta Pusal, dalam pertemuan terba-
tas tadi tak ada dischut-schut bahwa
dana nonbujeter Bulog yangs digunakan
akan dikembalikan melalui APBN.
Rahardi pun melalui notanya pernch
menyebutkan bhahwa dana dimaksuod
hevpn sumbagmn, hukam pinjunin,

Lantlas, soal dana nonbujeter itulog
sebesar Hp 10 ailiae Mange dhiberilocan
kepudie Mentert Pevtaduosnn dan Fen
manan mevanglap Panglima ABRTwalk-
L atu Jenderal Wiranto, kata Halnbie,
i ini antol hisva pemainginan g
satbmelaemmnakan pembcaann oo,
Keterangan Habibie hevbeda dengan
Kesaksion Wiranto sebhelumava, yang
mengatalkayn dana Rp 1o liae diberilin:
Presiden untuk peongamanan dan pe-
nyuksesan agenda relormasi. Scedangkan
Rahawdi pernah menycebutkan haliwa
dana sebesaritu untuk pengonanan dan
operasi di Timor Timur

Selain itu, Trimoelj menyoroli peng:-
alkuan IHabibie soal perintah tertulis un-
tuk mengeluarkan uang, apaliag untuk
wang mibizran vupiah. "Fapi, untuk perm

tah peagoiueran taity nonizaicter Bulog
sebesar Wp 40 nubiar buat penvaluran
sembiadio dan sebes;g Kp 1o nulia bhaat
pengamanan penyalurannyva. Fabibie
mengaku tak ada nota tertulis, kecuali
pevintah lisan pada rapas terbatas itu.

Memang Habibie mengakui bahwa ia
himya mengikuti warisan sistem bobrok
semasa Orde Baru, khususnya yang me-
nyanggkul penggzunann dan pertangyung-
Jawaban dana nonbujeter Bulog. Tak
anch bila tak ada satu pun laporan ten-
tang pelaksanaan penggunaan dana itu,
baik dari Menteri-Sckretaris Negara
maupun den Kepala Bulog. Namun ke-
Levangian i dihantah Rakaidi, Ia meny-
aku selaiu memberikan laporan lisan
kepada Habibie. "Laporan teriulis Sayi
brevikan packa siad jabatan saovn beralkhir
i presideanya sudah bulkan tabibie,”
kata Rabarch seusan sidang

Alhasil, kesaksian jarah jauh berbiayi
Hp 200 juts selama dua e itu bholel:
dikatalcm Lo memberilens st sipali-
Kan.apalagi akibat hukumnya. Kesaksi-
an Habibie pun tak jaun-jauh beda
dengan isi BAP-nya

Pemggcara ‘Trimoelia mengaku masa-
lah waklu yang mepet sebagai penyebab-
nya. "Scharusnya waktunya hima jam bisa
mengungkap semuanya. Soal abivan dana
i ke Golkar belum sempat saya tan-
yakan. Padahal Habibic itu biangnva ka-
sus skandal Bulog 1 ini," ujar Trimoclja.

Soalwakbuitulah, kata Trimoclja, yany
membuatnyva bertanyva kepada Habibie
sebias Levbagan hai yane dizgrap bisa
menguntungkan khennya—kalau tak
bisa dikatakan sehian upava menpahih-
kan kesalaian Ralardi menjadi tanggring
Jawab Iabibie. Sudah begitu, pacda awz
penayangan kesaksian, Hakim Lalusam-
pai menghabiskan waktu 50 menit tat-
kala bertanya kepada Habibie. Sampai-
sampat salah scorang produser SC7'V
memberikan peringatan lewat memao
kecil, Hal hegging tentu harram Lerjadh
duluny persidimmn binsa,

Sckalipun begitu, menurut Jaksa Ke-
iz, Habibie Gk bisacdijacilein tersange-
len adedhint Keswdeedanmnya, “Iale addn aind
kesengajaan dar keterangan saksi. Ke-
lulaian ada pada hawahannya yang mo-
Laksanakan bugas,” ujar daksa Kemas
Selulakay:s, kiata Kemas

. kesakaia
Habibie juscu mempertebal kesalahar,
Rahardi, Contohny:: status dhina yang mie-
nurut Habibie berupa pinjaman tapi di-
Liksanakan Raharch sebagan sumbangan
Pagaimana dengan Akbar ‘Tandjung?
Bagh Amir Syamsuddin, salah scorany
pengacara Akbar, kesaksian Fabibic tak
berpengarubh terhadap posisi klicnanya.
"Kesaksian Habibie datar-clatar saja. Tak
menguntungkan ataupun merugikan

Akbar” tutur Amir
Ahmad Taufih, Agus Hidayat. V- -
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